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TEMUAN LAPORAN DANA

KUNIUNGAM KER A

BPK AKAN
PERIKSA
SEKJEN DPR

Hanya 36 dari 545 anggota parlemen
vang melaporkan kunjungan kerja.

Fransisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Ketua Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK),
Harry Azhar Azis, menga-—
takan lembaganya "balkal
memeriksa Sekretaris Jen—
deral Dewan Perwalcilan
Rakyat Winantuni ngtyastiti
Swasanani soal laporan
pertanggungjawaban kun-
Jjungan kerja anggota Prar—
lemen. Pemanggilan akan
dilakukan setelah BPK
merampungkan pemerik-
saan anggaran DPR iahun
2015, Juni mendatang.
“Nanti mereka hanya punya
60 hari untuk melengkapi

dan mengembalikan. Kalau

ada anggota yang ambil

uang tapi tak kunjungan

kerja, harus kembalilkan
uvangnya,” kata Harry di
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Surabaya, ke-
marin.

Laporan kunjungan kerja
menjadi perhatian setelah
Sckretaris Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Per—
juangan Bambang Wuryan—

_ dari

to menuliskan soal potensi

kerugian negara hingg:
Rp 945 miliar dalam sura
edaran, 10 Mei lalu. Angks
terscbut diduga berasal dar
hasil analisis BPK terhadarg
enam jenis kunjungan kerjs
DPR, yakni persidangan IIl
dan IV 2014-2015, persi-
dangan I dan II 2015-20186,
enam kali kunjungan kerja
diluar masa reses pada 2015
cdan, terakhir, kunjungan
kerja sekali satu tahun.
Berdasarkan hasil lapor—
an tahun anggaran 2014,
BPK mencatat ada 22 kali
kunjungan kerja daerah
dengan realisasi menca
pal Rp 632,61 miliar Tapi
pertanggungjawaban dana
aspirasi senilai Rp 15 juta
per kegiatan hanya beru-
Pra kuitansi tanda terima
uang dan surat pernyataan
anggota DPR yang
merupakan - bukti-bukti
saat pencairan. Sedangkan
laporan pengeluaran belan—

ja dan kegiatan tak ada.
“Angka (kerugian negara)
belurm berani saya berikan
pénjelasanA Nanti di bulan
Juni saja,” kata Harry.
Dalam laporan tersebudt,
BPK - sebenarnya sudah
meminta Sekjen DPR
memberikan sosialisasi
dan menetapkan aturan
pelaporan kunjungan kerja.
Namun Winantuninglyas-
titi mengatakan tanggung
jawab pengawasan anggo‘{:a
kunjungan kerja

selama A
berada di setiap fraksi
sesuai dengan Pasal 221

‘ayat (6) Peraturan DPR Sqal
Tata- Fertib. Ta. mengklaim
tak memiliki data lengkap
soal laporan dan pertang-
gungjawaban kegiatan ter-
sebut.

“Setliap anggota melapor—
nya ke fraksi. Kami sud,a]:}
kerja sama dengan fraks;
selama reses ini. Kami
sudah mengumpulkan
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elain kunjungan kerja
Sﬂktif, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
menemukan sejumlah
kejanggalan dengan potensi

kerugian negara dalam
hasil pemeriksaan laporan

~ keuangan Dewan Perwakilan

Rakyat atas kepatuhan
terhadap undang-undang,
tahun anggaran 2014. BPK
meminta DPR lebih cermat

dan memberi sanksi kepada

yang bertanggung jawab:

dan sudah banyak lapor-
an kunjungan kerja,” kata
Winantuningtyastiti.
Kepala Biro Pemberitaan
Parlemen  Sekretariat
Jenderal DPR, Suratna,
mengatakan nilai Rp 945
miliar yang ramai diper-

~masalahkan dari anggaran

kunjungan kerja hanya
potensi kerugian negara.
Penyebabnya adalah masih
bolongnya laporan kegiat-
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an il dari anggaran yap
telah dicairkan, “fymlah
laporan kunjunga keria
yang disampaikan kepada
BPK dari hari ke hari terys
bertambah” kata dia,
Wakil Presiden Jusuf
Kalla merespons kerag

beredamya kabar kerugian,

legara. dalam kunjungan
Kerja anggota parlemen, Ia
Menganggap anggota DPR

yang tak menyampaikan

g laporaﬁ‘péﬁéiggungj’a,; .

. Ja mengataken, dari la-" --‘Tohr,lgPK dz;l(a)aﬁ laporen
- 1513 poran BPK, kadang yang pemeriksaan 2013 mema-
ng:n hl;un]undfﬁnlfemad@ melakukanlamjungagql{erjg ‘parkan femuan tersebut
e, .rut? el sanksi, justru staf Khusus anggota melangg?r_sejymm afur-
Al elep Kunjungan parlemen Selainmenyalah- g, antara lain Undang-
;Telrennm%‘ U8 g g ‘gunzkananggaranmenurips Undang Nomor 17 Tahun
i :;la n arus gllenyer Ml i, anggota DPR yang tak 2663’" tentang Keuangn
hasil. ¢ 4 R * melaksanakan kunjungan - Negara Pasal 3 ayat (1),
2, termasik soal peng- kerja. {ak “aken ma : kelola Keuangan

erye i yang tertih, efisien,

gunaan keuangan, “Sanksi N 4
baik dari fraksi atay DPR e N

i ' tuen. Anggaran dan aturan transparan, dan memper-
;{e: dtm, allz;ta il penmlgénggan yang disusun hatiken keadilan - serta
nor Wakd Prsiden. anggota tersebut tak akan kepatutan Selain i‘Eu, Per-
sestal dengan kebutuhan aturan Pemerinteh No-

' dan kenyataan. mor T1 Tahun 2010 ten-

tang Standar Akuntansi
Pemerintah,  Keputusan
Presiden Nomor 53 Tahun
2010 Pagal 12 ayat (2),serta
“Keputusan Badan Urusan
Rurmah Tangga DPR Nomor
16/BURT/DPR RIIL2012
-013.
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